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BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 43 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN 

ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

: a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak azasi manusia 
terutama untuk perempuan dan anak yang rentan terhadap 
tindak kekerasan maka diperlukan upaya untuk menjamin 

penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak 
kekerasan; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak 
Korban Kekerasan dan dalam rangka menjamin pelayanan 
kepada Masyarakat, perlu penerapan dan pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi 
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten 
Tasikmalaya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya tentang Penerapan dan Pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi 

Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten 
Tasikmalaya. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabu paten dalam Lingkungan Provinsi J awa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); ( , 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235); 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ten tang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 
Tambahan Lem b' a n Negara Republik Indonesia Nomor 
4419); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t ntang 
Pem erintahan Dae ah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah un 2004 Tomor 125, Tam bah an Lembaran Negara 
RepubUk indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang- Un ciang Nomor 12 Tahun 200 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 ten t g Pernerin :ahan Daer (Lembaran Negara 
Republik Indone,'ia Tah un 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembarail 1 eg a R pu lik I donesia No or 4844); 

6 . Undang-UndaIlg Nomor 33 Tab.un 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara P ,mcrintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republi Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

7 . Undang-Undang lamar 1 ah n 2006 en tang Perlindungan 
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200 6 N mar 64, Tambahan Lembaran Negara 
Rep ublik Indonesia 1 omor 4635); 

8. Undru g-Undal1g NomoI' 2 1 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tin a ( Pic ana Perdagangan Orang 
(Lembaran Neg a Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
58 T bahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 
4720); 

9. Undang-Und g Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan 
Publik (Lembaran l egara Repubilk Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038) ; 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 



Menetapkan 

3 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 ten tang 
Penyelenggaraan dan Kerjasruna Pemulihan Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Negru-a Repu r 1 . onesia Nomor 4604); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pem rintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Ka upaten/ Kota (L mbaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2007 No1. 1.' r 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia NomoI' 4737); 

15. Peraturan Mente i OaJam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang P _tu njuk Teknis Penyusuna dan Penetapa n Standar 
Pelayanan . . Minimal; 

6 . uran r n eri alam Neg ri omor 79 Tahun 2007 
tent31 g Rencana enc pa ian Standar Pelayanan Minimal; 

7. Peraturan M 'nteri Ne ara Pemberdayaan Perem puan dan 
Perlindungrul Anak I. ornor 01 Tahun 20 10 ten ta ng Standar 

' yanan Terpad u Bagi Perempuan 
dan Anak Korban Ke kerasan; 

18. P a' ran M ~ t ri alam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
te tang Pe 4 ben t kan Pro u k u ku m Daerah; 

19. Peraturan Da"rah . mor 8 Tahun 2008 ten tang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikm alaya (Berita Daerah 
Kabu pa T J. 'a i l1alay TahU4 2008 Nomor 8); 

20. Peratura Daef' Ka upaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 
20 8 ten an eb' .ga Tek is Daerah Kabupaten 
Ta s 'krnal ya Tan tor Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kabupaten Taslkrnalaya Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16) , 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENERAPAN 
DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG 

LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN 
KEKERASAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA . 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabu paten Tasikmalaya. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Tasikmalay (BPMKB) . 
5. Urusan Pemerintahan adalah fung~i -fungsi Pemerintahan yang menjadi hak 

dan kewajiban setiap tingkatan danjatau susunan Pemerintahan untuk 
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya 
dalam rangka meli dungi, melaya n i, l _m berdayakan dan mensejahterakan 
masyarakat. 

6. Urusan Wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerin ah aerah 
baerkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat . 

7. Pelayanan Dasar kepada Masy aka t adalah fungsi Pemerintah dalam 
mem berikan dan mengurus keperl 1a n ke tuhan dasar masyarakat untuk 
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. 

8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perem puan dan 
Anak Korban Kekerasan yang s lanjutnya disebut SPM Bidang Layanan 
Terpa du bagi P rempuan da n Anak K r an Kekerasan adalah tolok ukur 
kinerja pelayanan unit pelayanan tcr a "u dalam memberikan pelayanan 
penanganan laporanj e ... gad I.an, peJayanan k .sehatan, rehabilita si sosial, 
penegakan dan bantuan h U l , serta per luI gan dan reintegrasi sosial bagi 
perem puan dan anak korban kekerasan . 

9. Kekerasan ada lah s 'ap pen,uatan se .ara melawar h ukum dengan atau tanpa 
menggu nal an sarru a ter isik dan psikis y n g menim bulkan bahaya bagi 
nyawa , badan a tau men im ulkan te:r81npasnya kemerdekaan seseorang. 

10. Kekera s terhadap perempuan dalah s ,tiap tindakan berdasarkan 
perbedaan jen i kelam·n yang bera.1d b:· t ata 1 m u gkin berakibat kesengsaraan 
atau p ndeIitaan per mp Ian secar a fisik, seksual a tau psikologis, termasuk 
ancaman tindakan tertentu, pemak.aan atau perampa s n kemerdekaan secara 
sewenang-wen ang, baile yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan 
pribadi. 

11. Kekerasan terhadap anak adalah . etiap perbu' tan terhadap anak yang 
berakibat timbulnya kese gsaraan atau pend ritaan secara fisik, mental, 
seksual, psikologis, te rmasuk pe n. J.anta an dan pedakuan buruk yang 
mengancam integri a s tu uh ' merendah (an martabat anak. 

12. Anak adalah seseorang yang belum ber-usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandu cran. 

13. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
penyelenggara layanan terpadu untu k menindaklanjuti laporan adanya tindak 
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau 
masyarakat. 

14. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif. 

15. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan 
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar 
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

16. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara 
untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. 
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17. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum 
dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/ a tau korban 
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. 

18. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban 
kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/ entry point, atau dari daerah 
penerima ke daerah asal. 

19. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak 
keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan 
perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. 

20. Unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang 
menyelenggarakan fu gsi p layru an t rpadu b gi peren puan dan anak korban 
kekerasan. UPT tersebut apat berada di Pusat Pelayan an Terpadu (PPT) dan 
Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis sumah sakit , puskesmas. Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A), Unit 
Perlindungan Pere npuan dan Anak (UPPA/ Polres), BP4, Kejaksaan, 
Pengadilan, Women Crisis Centre (WCC) , Lembaga Bantuan Hukum dan 
lembaga-lembaga sejenis lainnya. Pelayanan ini berbentuk jejaring. 

21. Indikator Keberhasilan Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak 
Korban Kekerasa n adalah ukur n besaran yang dinyatakan oleh persentasi 
atau pernyataan lainnya yang meny takan encapaian keberhasilan. 

BAB II 
MAKSUD, TU,JUAN DAN FUNGSI 

p sr I 2 

Maksud dite apkannya SP bid Bi'~ ang La an erpadu a i erempuan dan 
anak korban keke asan a alah euan agi merintah Da rah abupaten 
Tasikmalaya dalam me aksanakan urusan wajib bidan& Sosia l. 

PasaJ 3 

Tujuan dite tapkannya SPM bidang Lay anan Terpad u dan anak korban kekerasan 
adalah: 
a . meningkatkan akse ' .::: artas elaYlli'1an Bidang La anan Terpadu bagi 

Perempuan dan Ana Korban K ,k ra san; 
b. meningkatkan pengawasan te l.adap ke ijakan yang langsung berhadapan 

dengan masyaraka ; 
c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Layanan Terpadu bagi 

Perempuan dan Anak rban Kd era s 

Pasa14 

Fungsi SPM bidang Layana n Terpaclu dan Anal{ Korban Kekerasan adalah: 
a. peralatan untuk menjamin r a painya k01 disi rata-rata minimal yang harus 

dicapai Pemerintah Daerah sebag . penyedia pelayanan Layanan Terpadu bagi 
Perempuan dan anak korban kekera san kepada masyarakat; 

b. pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan 
pelayanan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan 
kepada masyarakat; 

c. prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD Kabupaten 
Tasikmalaya; 

d. pengevaluasian dan monitoring dalam pelaksanaan urusan wajib bidang 
layanan terpadu dan anak korban kekerasan; 

e. pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam 
pelayanan kepada masyarakat; 
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f. penyusunan program-program bidang sosial serta perumusan kebijakan Bupati 
dalam menentukan kebijakan satu tahunan, tiga tahunan dan lima tahunan; 

g. penentuan standar penilaian bidang layanan terpadu bagi perempuan dan 
anak korban kekerasan. 

BAB III 
SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN 

DAN ANAK KORBAN KEKERASAN 

Pasal 5 

(1) Jenis pelayanan dasar bidang Layanan T rpadu Bagi Perempuan Dan Anak 
Korban Kekerasan yang dHak anakan oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan 
dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyaraka t dan Keluarga 
Berencana Ka bupaten Ta ikmalaya , melipu ti: 
a. penanganan pengaduan j laporan kor an kekerasan terhadap perempuan 

dan anak, dengan indikator cakupan perempuan dan anak korban 
kekerasan yang mendapatkan penanganan pengad uan oleh petugas terlatih 
di dalam unit pelayanan terpadu; 

b. elayanan kesehatan bagi pcrempuan dan anak korban kekerasan dengan 
indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 
menda patkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di 
Pu skesmas mampu tatalaksana KP j A dan PPT jPKT di Rumah Sakit dari 
sasar-an program; 

c. rehabilitasi sosial bagi perempuan da n anak korban kekera san, dengan 
indikator 
1) cakupan layanan rehabi ·ta si sosial yang diberikan oleh petugas 

rehabilitasi sosial terla i 1 agi perempuan dan anak korban kekerasan di 
dalam unit pelayanan terpad ; 

2) cakupan layanan bimbjngan r 1.an· yang diberikan oleh petugas 
bimbingan rohani terlatih bagi p rempuan dan anak korban kekerasan di 
dalam un it pelayanan terpad u . 

d. penegakan dan bantuan hu ku m bagi perempuan dan anak korban 
kekerasan, dengan ind ·kator 
1) cakupan penegakan hukum dari tingka t penyidikan sampai dengan 

pu tusan penga Han a tas ka -kasus kekerasan terhadap perempuan 
dan anak; 

2) cakupa n perempuan dan a nak korban kekerasan yang mendapatkan 
layanan bantuan huk m . 

e. pemulangan dan reintegra si so sial bagi perempuan dan anak korban 
kekerasan. 
1) cakupan layanru: pern langan bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan;dan 
2) cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan. 

(2) Penjabaran klasifikasi komponen pelayanan dasar bidang Layanan Terpadu 
Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan beserta penjelasan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran peraturan ini. 

BAB IV 
PENGORGANISASIAN 

Pasal6 

(1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Layanan Terpadu 
dan Anak Korban Kekerasan sesuai SPM Bidang Layanan Terpadu bagi 
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Tasikmalaya; 
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(2) Penyelenggraan pelayanan bidang Layanan Terpadu dan Anak Korban 
Kekerasan sesuai dengan SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak 
Korban Kekerasan sebagaimana ayat (1) secara operasional dikoordinasikan 
oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; 

(3) Penyelenggaraan pelayanan Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak 
Korban Kekerasan sesuai dengan SPM bidang Layanan Terpadu bagi 
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan oleh tenaga yang sesuai 
dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan; 

(4) Tenaga yang dimaksud dalam ayat (3) adalah tenaga yang ada di Unit 
Pelayanan Terpadu. 

BABV 
PELAKSANAAN 

Pasal 7 

(1) SPM Bidang Layanan Terpadu dan Anak Karban Kekerasan yang ditetapkan 
meru pakan acuan dalam perencanaan dan pengangggaran pencapaian target 
minimal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Tasikmalaya; 

(2) Perencanaan program dan penganggaran SPM sebagaimana dimaksud dalam 
aya t (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan. 

BAB VI 
PELAPOPJ\N 

Pasa1. 8 

(1) Kepala Badan Pembcrdayaan Ma sya ra kat dan Keluarga Berencana 
menyampaikan lapo an nea aia . an pe erapr SPM tahunan kepada 
Bupati; 

(2) Bupati Tasikmalaya menyan1 aikan laporan teknis tahunan kinerja enerapan 
dan peneapaian S M Bidang yanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak 
Korban Kekerasan kep da 1 n e 1 T gara Pemb rdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui Gub rnur. 

BAB VII 
MONITO ING D N E ALUASI 

Pa~ al 10 

( 1) Bu pati melaksanakan engawasan an pengendalian a tas penerapan dan 
pencapaian SPM bidang Layanan Terpadu 8agi Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan di Kabu pa en 1'a ikmalaya; 

(2) Untuk melaksanakan kegiatan s bagaiman~ dimaksud dalam ayat (1), Bupati 
dapat membentuk Tjm Pe· binaan; 

(3) Monitoring atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Layanan Terpadu Bagi 
Perempuan dan Anak Korban ekera san Kabupaten dilakukan oleh Gubernur 
Jawa Barat. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 11 

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapruan dan penerapan SPM 
Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 
dibebankan pada APBD dan sumber lain yang tidak mengikat. 



Pasal12 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Diun angkan di i g arna 
pa a anggal, 31 Desember 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASI ALA 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal, 30 D esembe 2013 

I BUPATI TASIKMALAvj.. • 

BERITADAE KMALAYA HUN 2013 NOMOR 43 



LAMPlRAN 
NOMOR 
TANGGAL 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

ALUU 2013 

31 Deaember 2013 

INDIKATOR STAN DAR PELAYANAN MINIMAL 
BIDANG LAYANAN TERPADU BAG I PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN 

No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal PENCAPAIAN Waktu Pencapaian 
Indikator Nilai TAHUN 2011 2012 2013 2014 

1 penanganan pengaduan / ca kupan perempuan dan anak korban kekerasan 100% 201 4 100% 100% 100% 100% 
laporan k orban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh 
terhadap perempuan dan anak. petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. 

2 pelayanan kesehatan bagi cakupan perempuan dan anak korban kekerasan 100% 20 14 50% 50% 60% 75% 
perem puan dan anak korban yang mendapatkan layanan keseh atan oleh tenaga 
kekerasan. kesehatan terlatih di Puskesmas mam pu 

tatalaksana KtP / A dan PPT j PKT di Rumah Sakit. 
3 rehabilitasi so sial bagi 1) cakupan layanan rehabilitasi sosial yang 75% 20 14 50% 50% 6 0% 75% 

perempuan dan anak korban diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial 
kekerasan. terlatih bagi per emp uan dan a nak k orban 

kekerasan di dalam unit pelayana n terpadu; 
2) cakupan layan an bimbinga n rohani yang 75% 2 0 14 50% 50% 75% 100% 

diberikan oleh petu gas bimbin gan roh ani 
terlatih bagi perempuan dan anak k orban 
k ekera san di dalam unit pelayanan terpadu. 

4 penegakan dan bantuan 1) cakupan penegakan hukum dari tingkat 80% 2 0 14 50% 50% 60% 75% 
hukum bagi perempu an dan p enyidikan sampai dengan putu s an pengadilan 
anak k orban kekerasan. atas k asus -kasus kekerasan terhadap 

p erem p uan dan anak; 
2) cakupan perempuan dan anak korban 50% 2 0 14 50% 50% 60% 75% 

kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan 
h ukum. 

2015 
1 0 0% 

80% 

8 0% 

1 0 0% 

i 

8 0% 

1 00% 
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No Jenls Pelayanan Dasar Stan dar Pelayanan Minimal PENCAPAIAN Waktu Pencapaian 
Inclikator Nilai TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 

5 pemulangan dan reintegrasi 1) cakupan layanan pemulangan bagi perem puan 50% 2014 50% 50% 50% 50% 50% 
sosia! bagi perempuan dan dan anak korban kekerasan; 
anak korban kekerasan. 2) cakupan layanan reintegrasi sosia! bagi 100% 2014 0% 25% 35% 50% 50% 

.. 

I perempuan dan anak korban kekerasan . 
- - - -----

t BUPATI TASIKMAL!yl 

;rVU RUZHANUL 

'\ 


